
 

 

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG 

NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG, 

Menimbang: a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap 

orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta merupakan bagian penting bagi 

ketahanan nasional; 

b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah 

satu ciri penting penyelenggaraan layanan institusi yang 

baik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan   

Peraturan Direktur tentang Layanan Informasi Publik; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2012    tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1726; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik 

Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 285); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia (Tahun 2020 Nomor 1015); 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negar 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

14); 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG 

TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut Polinema adalah 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat 

dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, 

penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. 

3. Direktur adalah Direktur Polinema yang bertindak sebagai atasan dan 

penanggung jawab PPID. 

4. Wakil Direktur IV yang selanjutnya disebut Wadir IV adalah Wakil Direktur 

Bidang Perencanaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu 

Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang 

perencanaan dan kerja sama yang bertindak sebagai PPID Utama. 

5. PPID Pelaksana adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Atasan PPID 

untuk menjalankan tugas dan fungsi PPID. 

6. Tim Pertimbangan adalah tim yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan 

mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau 

pelayanan Informasi Publik. 

7. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan 

mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau 

pelayanan Informasi Publik. 

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.  

 



9. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh pejabat pengelola Informasi dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

10. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 

diterima oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang 

dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 

11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 

penguasaannya, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan. 

12. Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia 

yang mengajukan permohonan Informasi Publik. 

13. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat 

diakses oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, kepatutan, dan kepentingan umum. 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN KEWAJIBAN 

Pasal 2 

Asas layanan Informasi Publik di lingkungan Polinema adalah: 

a. terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik, kecuali yang 

dikecualikan; 

b. cepat dan tepat waktu; 

c. biaya ringan; 

d. sederhana. 

Pasal 3 

Tujuan layanan Informasi Publik di lingkungan Polinema adalah: 

a. mewujudkan penyelenggaraan layanan Polinema sebagai Badan Publik, 

yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

Polinema sebagai Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi 

yang berkualitas. 

 

 



Pasal 4 

 

(1) Polinema sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya 

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan. 

(2) Polinema wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 

menyesatkan.  

(3) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana Polinema  

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

(4) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), PPID harus membangun dan mengembangkan sistem penyediaan 

layanan informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik 

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah baik secara 

elektronik maupun non-elektronik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai 

dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku 

secara nasional. 

(5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pejabat 

fungsional. 

(6) Polinema sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan 

sarana pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil. 

BAB II 

ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi terdiri atas: 

a. Atasan PPID; 

b. PPID Utama; 

c. Koordinator PPID: 

d. PPID Pelaksana; 

e. Petugas Pelayanan Informasi Publik 

(2) Organisasi layanan Informasi Publik di lingkungan Polinema dilaksanakan 

oleh PPID Pelaksana. 

 

 

 



(3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. Pelaksana Operasional; 

b. Pelaksana Dokumentasi; 

c. Pelaksana Penanganan Pengaduan dan Keluhan yang terdiri atas 

Operator Lapor! dan Operator Aduan Polinema;  

d. Pelaksana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

e. Pelaksana Bidang Penyediaan Informasi. 

(4) Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik. 

Pasal 6 

(1) Atasan PPID Polinema dijabat oleh Direktur. 

(2) Atasan PPID bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPID. 

(3) Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menunjuk PPID Pelaksana; 

b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Polinema; 

c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; 

d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi 

Informasi dan/atau di Pengadilan; dan 

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pelaksana 

PPID. 

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Atasan PPID mempunyai kewenangan sebagai berikt:  

a. menetapkan dan mengangkat Pelaksana PPID;  

b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Polinema;  

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;  

d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses 

penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan  

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan 

monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan 

oleh Pelaksana PPID. 

 

 

 



Pasal 7 

(1) PPID Utama dijabat oleh Wakil Direktur IV.  

(2) PPID Utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPID. 

(3) PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;  

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;  

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen 

Informasi Publik dari Koordinator PPID dan/atau PPID Pelaksana; dan 

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh 

Koordinator PPID dan/atau PPID Pelaksana PPID Pelaksana. 

(4) PPID Utama mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;  

b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; 

c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala 

dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan 

Informasi Publik; dan 

d. meminta klarifikasi kepada Koordinator PPID dan/atau PPID Pelaksana 

dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. 

 

Pasal 8 

(1) Koordinator PPID ditunjuk oleh Atasan PPID yang bertanggung jawab dalam 

pengoordinasian bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. 

(2) Koordinator PPID bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPID. 

(3) Koordinator PPID mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; dan 

b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen 

Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan 

Informasi di Badan Publik; 

 

 

 

 



(4) Koordinator PPID mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan 

Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik. 

 

Pasal 9 

PPID Pelaksana mempunyai tugas:  

a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan 

Informasi; 

b. melayani Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;  

c. melayani Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 

d. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik dan 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; 

e. melakukan pengujian Konsekuensi; 

f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; 

g. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka 

waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; 

h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; 

i. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja 

yang bersangkutan; dan 

j. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang 

bersangkutan. 

BAB IV 

JENIS INFORMASI 

Pasal 10 

Informasi Publik di lingkungan Polinema terdiri dari:  

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;  

c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan 

d. Informasi Publik yang Dikecualikan. 

Pasal 11 

(1) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 

oleh PPID dalam bentuk penetapan Daftar Informasi Publik. 

 



(2) PPID Polinema melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. 

Pasal 12 

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 

meliputi: 

a.  informasi tentang profil Polinema yang meliputi: 

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, 

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-

masing PPID Pelaksana; dan 

2. Struktur organisasi, profil singkat pejabat struktural; dan Laporan 

Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diumumkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang 

dijalankan terdiri atas: 

1. nama program dan kegiatan; 

2. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata 

kerja Polinema; 

3. informasi beasiswa; dan 

4. informasi tentang penerimaan calon mahasiswa. 

c. informasi tentang kinerja Polinema; 

d. ringkasan laporan keuangan; 

e. ringkasan ringkasan laporan akses Informasi Publik yang paling sedikit 

terdiri atas:  

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;  

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi 

Publik;  

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian 

atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan  

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik. 

f. informasi tentang Peraturan Direktur, Keputusan Direktur, Surat Edaran, 

Pengumuman, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak 

bagi publik; 

 

 

 



g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta 

tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi 

Publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; 

h. informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat; 

i. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan 

darurat pada unit organisasi. 

Pasal 13 

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta merupakan 

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

umum, yaitu: 

a.  bencana alam; 

b.  bencana non-alam; 

c.  bencana sosial; dan 

d.  keadaaan kahar (force majeure) lainnya. 

Pasal 14 

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi: 

a. Daftar Informasi Publik; 

b. informasi tentang peraturan, keputusan di Polinema; 

c. informasi tentang pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil 

dan keuangan, data statistik di Polinema; 

d. dokumen kerja sama; 

e. surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan PPID dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; 

f. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan; 

g. data perbendaharaan dan inventaris;  

h. rencana strategis institusi; 

i. agenda kerja pimpinan satuan kerja; 

j. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; 

k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 

pengawasan internal serta laporan penindakannya; 

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat serta laporan penindakannya; 

 

 

 



m. daftar serta hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

telah dilakukan; dan 

n. prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan laporan 

pelayanan Informasi Publik. 

Pasal 15 

Informasi Publik yang Dikecualikan terdiri atas: 

a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon dapat:  

1. menghambat proses penegakan hukum; 

2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 

4. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau 

5. mengungkapkan isi dokumen yang bersifat pribadi; 

b. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan;  

c. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;  

d. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan institusi; 

e. informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID atas persetujuan Atasan 

PPID. 

BAB V 

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasal 16 

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis dan tidak 

tertulis. 

(2) Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir secara 

langsung atau melalui surat elektronik oleh pemohon. 

(3) Permohonan secara tidak tertulis dilakukan dengan menyampaikan secara 

verbal kepada PPID Pelaksana dan dilanjutkan dengan mengisi formulir oleh 

PPID Pelaksana. 

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti identitas diri jika pemohon adalah 

perseorangan atau bukti pengesahan badan hukum jika pemohon adalah 

badan hukum. 

 

 



Pasal 17 

Tahapan pemberian informasi adalah sebagai berikut: 

a. PPID Pelaksana memberikan nomor registrasi dan tanda bukti penerimaan 

permohonan Informasi kepada pemohon; 

b. PPID Pelaksana mencatat permohonan Informasi Publik yang diajukan 

pemohon; 

c. PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon 

Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat 

diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 

Informasi Publik yang meliputi permohonan diterima atau ditolak; 

d. dalam hal permohonan Informasi Publik diterima sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dalam surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi 

yang diberikan, format informasi, data softcopy, dan biaya; 

e. dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan 

sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 18 

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada PPID Pelaksana. 

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. 

(3) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa informasi yang akan diproses sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku di tingkat kementerian. 

BAB VI 

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK 

Pasal 19 

(1) Polinema menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan 

pelayanan publik yang memperhatikan kepentingan kelompok rentan atau 

berkebutuhan khusus. 

(2) Fungsi pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh PPID. 

 

 

 



(3) Kanal penyampaian layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat meliputi: 

a. Pengaduan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf 

Presiden sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik 

dilakukan melalui platform LAPOR!; 

b. Polinema menyediakan platform Aduan Masyarakat. 

(4) Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang 

mekanisme atau tata cara pengaduan yang mudah dipahami. 

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan diuraikan di dalam 

Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 20 

(1) PPID memberikan Laporan Pelayanan Informasi Publik kepada Koordinator 

PPID Kementerian setiap tahun paling lama bulan Februari tahun 

berikutnya. 

(2) Laporan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

paling sedikit memuat:  

a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;  

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;  

c. jumlah pemberian dan penolakan permohonan Informasi;  

d. alasan penolakan permohonan Informasi;  

e. sengketa Informasi;  

f. Daftar Informasi Publik;  

g. penetapan pelaksana PPID;  

h. Pengaduan Pelayanan Publik; dan 

i. kebijakan layanan publik PPID. 

 

 

 

 

 

 




